ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; UndangUndang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-
Undang 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PERDA No. 6 Tahun 2021.

Perubahan APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Daerah. Perubahan APBD
sebagaimana dimaksud, berpedoman pada perubahan rencana kerja
pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada
masyarakat untuk tercapainya tujuan bemegara. APBD memiliki fungsi
otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.
APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap
tahun ditetapkan dengan peraturan Daerah. Penyusunan perubahan APBD
mendasarkan pada hasil evaluasi semester pertama rencana Kkerja
pembangunan Daerah Tahun 2025 yang telah dirumuskan dalam perubahan
kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran
sementara serta struktur perubahan APBD Tahun Anggaran 2024
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan, pada tanggal 20 Oktober 2025



